
KEDUDUKAN HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM MELAKUKAN PEMBUKTIAN TERBALIK

SKRIPSI

Oleh :

TJ Saputra
NIM. 4011.211.105

Konsentrasi : Hukum Pidana

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK

2016



KEDUDUKAN HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM MELAKUKAN PEMBUKTIAN TERBALIK

SKRIPSI

Di ajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Oleh :

TJ Saputra
NIM. 4011.211.105

Konsentrasi : Hukum Pidana

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK

2016



ii



iii



iv



v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jagalah kepercayaaan, karena hilangnya kepercayaan maka hilanglah amanah

kepada diri sendiri, dan bayarlah kepercayaan dengan suatu keberhasilan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

 Kepada Allah S.W.T  yang Maha Mengabulkan dengan segala syukur

atas terijabahnya semua do’a, serta Rosullulah yang telah memberikan

safa’at ilmu kepada penulis.

 Kepada Kedua orang tua atas keprcayaan, kerja keras dan iringan doa

yang harus penulis bayar dengan keberhasilan ini.

 Kepada ketiga saudara penulis, bahwa dukungan kalian tidak akan

penulis sia-siakan.



vi

ABSTRAK

TJ Saputra

KEDUDUKAN HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM MELAKUKAN PROSES PEMBUKTIAN TERBALIK

Skripsi Fakultas Hukum, 2016

Kata Kunci : Korupsi, Tersangka, Pembuktian

Pembuktian terbalik ialah hak membuktikan oleh terdakwa di persidangan bahwa
dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana. Pembuktian terbalik yang terdapat
pada tindak pidana khusus, salah satunya tindak pidana korupsi, diatur dalam
pasal 37-38B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut hanya terdakwa saja yang dapat
melakukan pembuktian terbalik, yang pada dasarnya terdakwa merupakan status
seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang sudah memasuki tahap
penunututan atau persidangan. Penelitian ini akan menjabarkan bagaimana
kedudukan tersangka Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana melakukan proses
pembuktian terbalik oleh tersangka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kedudukan hukum tersangka untuk melakukan pembuktian terbalik dan
diharapkan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian normatif dengan studi perpustakaan.
Kedudukan hukum tersangka diatur di BAB VI Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana serta Pasal 28 dan 33 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Adanya hak
tersangka dalam melakukan proses pembuktian terbalik dapat dilakukan dengan
pengimplementasikan Pasal 28 Undang-undang Tindak Pidana korupsi, yaitu
pelaporan harta kekayaan yang terkait hasil korupsi pada saat penyidikan paa
pasal 28 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, serta juga dapat melakukan
praperadilan penetapan tersangka, yang merupakan untuk membuktian
tercukupinya alat bukti dan terpenuhinya unsur tindak pidana.
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ABSTRAK

TJ Saputra

The Legal of Corruption Act Suspect in Performing Reverse Verification

Thesis Faculty of Law, 2016

Keyword : Reverse verefication, Right, Corruption Era dication

Reverse verification is a defendant’s right to  prove himself innocent of a criminal
act, in the article, only the 37-38B of Law Number 20 0f 2001 on the Eradication
of Corruption. In the article, only the defendant can do reserve verification. A
defendant is a person who is suspected of commiting a crime and has entered the
stage of prosecution, which are investigation and inquired, in which the person’s
status is still the defendant. This is the first stage in thr investigation process of a
criminal in the system of criminal justice in Indonesia. Since right are human
nature that should be protected, then Indonesia as a law supremacy country
should protect the right of its every citizen, one of which ia a defedant’s right to
perform reverse verification, which is the right of a defendant to prove himself
innocent of a crime. This has not yet stipulated in the Law of Corruption
Eradication.this research explained suspect standing of criminal act corruption
and how to conducted shifing burden of prtoof by the suspect. Legal standing of
susfect based on Chapter VI of Indonesian Criminal Code as well as article 28
and 33 of corruption crime law. The suspect right process in condicting shifting
burden of proof can be done by implementing article 28 of Criminal Code which
report wealth related to corruption at the time of investigation on article 28 of law
corruption and can also conducted petrial hearing in determining suspect in
order to prove sufficient evidencas and fulfillment of criminal elements.
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